
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA   PENGANTAR 
 

 
 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan 

Agama Surakarta tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. 

Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang Pelaksanaan Tugas 

Pengadilan Agama Surakarta dalam tahun 2017, meliputi bidang teknis yudisial 

dan non teknis, Adiministrasi yudisial, Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana 

tugas dibidang masing-masing serta pembinaan, dan pengawasan internal. 

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2017 serta sebagai informasi untuk 

dijadikan bahan evaluasi dimasa yang akan datang. 

Laporan ini kami sajikan secara lengkap dan obyektif namun tidak mustahil 

kenyataan bahwa disana sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami 

senantiasa mengharapkan koreksi serta saran dari semua pihak demi untuk 

meningkatkan kinerja dan kesempurnaan laporan ditahun yang akan datang. 

Demikian semoga bermanfaatnya. 

 
 
 
 

Surakarta,  29 Desember 2017 
Ketua Pengadilan Agama Surakarta 

 
 
 
 

Drs. BAHRUDDIN, M.H. 
NIP. 19571207 198603 1 004 
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Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi 

mendukung Mahkamah 

Indonesia yang Agung.

Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap 

perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum

Agama Surakarta, dimana dalam menja

yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia

terjangkau oleh semua

sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat 

sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Didalam melaksanakan tugas sehari

menempati gedung yang 

Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M

741 M2 terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. 

Kelurahan Serengan Kec. Serengan 

tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 
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BAB   I 

P E N D A H U L U A N

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi 

mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan 

Indonesia yang Agung. Melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan 

Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap 

perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum

Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas tersebut secara te

yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung 

ndonesia. Menyelenggarakan Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya 

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, 

sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat 

sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Didalam melaksanakan tugas sehari-

nempati gedung yang telah sesuai prototi

yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M

terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. 

Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status gedung dan 

tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik 

GAMBAR 1.1

FOTO KANTOR PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
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Menyelenggarakan Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya 

lapisan masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, 

sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat 
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-hari Pengadilan Agama Surakarta 

prototipe Mahkamah Agung Republik 

yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M2 diatas tanah seluas 

terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-643643

Kota Surakarta, adapun status gedung dan 

tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik 
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tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik 
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Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Surakarta seluas 44,06 Km

dan secara administrasi terbagi menjadi 5 (

51 Kelurahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Secara astronomis Kota 

45’35”  Bujur Timur 70º 36’ dan 70º 56’  Lintang Selatan.

Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 20

Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA SOLO” secar

daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar  95 m dpl, dengan luas 44,1 

km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah

Yogyakarta dan 100 km te

m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di 

selatan terbentang pegunungan sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui 

oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak 
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lima) wilayah administrasi Kecamatan, 

ahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (RT). 
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dan Karanganyar. 

Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. 
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di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di 
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Yang berdasarkan Data 
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a umum merupakan 

daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar  95 m dpl, dengan luas 44,1 

arta berada sekitar 65 km timur laut 

Merapi (tinggi 3115 

di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di 
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sungainya. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri, Kota Surakarta pada semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah 

penduduk 562,269 jiwa, terdiri dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika 

dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan Kota 

terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas 

wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan               

5 kota administratif di Indonesia.  

Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2017 mendapatkan prestasi 

kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A. Kenaikan kelas ini 

berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 

37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan 

Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk meningkatkan 

profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang 

peradilan. 

Dalam laporan ini akan disajikan pelaksanaan tugas rutin selama kurun 

waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017 s/d 29 Desember 2017. 
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BAB   II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

GAMBAR 2.1 

 STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2017

 

 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang 

berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

kerja yang paling efektif dari masing-masing pegawai dengan biaya yang 

serendah-rendahnya. SOP Pengadilan Agama Surakarta terdiri dari 

manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta 

dilengkapi oleh bagan alur (flowchart). 

SOP ini akan dijadikan pedoman dasar masing-masing pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP Pengadilan Agama 

Surakarta dapat dilihat sebagaimana terlampir. 
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TABEL 2.1 

DATA SOP TAHUN 2017 

NO JENIS SOP 
JUMLAH 

PEGAWAI 

1 Hakim 7 

2 Eselon  III 1 

3 Eselon IV 3 

4 Fungsional 12 

5 Staf 1 

TOTAL SOP TAHUN 2017 24 

 

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri 

Sipil. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Adapun 

dasar hukum SKP adalah  Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011. 

SKP masing-masing pegawai Pengadilan Agama Surakarta dapat 

dilihat sebagaimana terlampir. 

TABEL 2.2 

DATA SKP TAHUN 2017 

NO JENIS SKP 
JUMLAH 

PEGAWAI 

1 Hakim 7 

2 Eselon  III 1 

3 Eselon IV 3 

4 Fungsional 12 

5 Staf 1 

TOTAL SKP TAHUN 2017 24 

 

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan 

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 

Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia, 

sedangkan untuk satuan kerja lainnya akan dilaksanakan bertahap setiap 

tahunnya. Pengadilan Agama Surakarta hingga tahun 2017 belum 

mengikuti kegiatan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan. 
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2. Posbakum 

Layanan Pos Bantuan Hukum atau disingkat POSBAKUM adalah 

fasilitas yang diberikan kepada masyarakat umum oleh badan peradilan 

yang ditunjuk dan didanai oleh anggaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 

Fasilitas ini bersifat umum dan tidak dipungut biaya. 

Pengadilan Agama Surakarta sesuai DIPA tahun anggaran 2017 

tidak menerima anggaran POSBAKUM sehingga tidak dapat melaksanakan 

kegiatan ini. 

3. Sidang Keliling 

Sidang keliling atau layanan penyelesaian perkara diluar gedung 

pengadilan adalah fasilitas yang diberikan oleh badan peradilan kepada 

masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor pengadilan yang 

mewilayahi wilayah tersebut. Sidang keliling ini dilaksanakan oleh 

pengadilan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yaitu 

kelurahan atau kecamatan. 

Pengadilan Agama Surakarta sesuai DIPA tahun anggaran 2017 

mendapatkan dana sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk 

penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan, namun kegiatan tersebut 

tidak dapat dilaksanakan mengingat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Surakarta yang tidak memiliki radius jauh dan sulit, dan kurangnya 

dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan kegiatan ini. 

4. Perkara Prodeo 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai salah satu misinya 

yaitu berperkara dengan biaya murah telah menyediakan anggaran pro 

masyarakat miskin dan tidak mampu, yaitu dengan layanan pembebasan 

biaya perkara (prodeo). Pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus 

melampirkan surat keterangan miskin dari kecamatan yang mewilayahi 

tempat tinggal para pihak. 

Pengadilan Agama Surakarta sesuai DIPA tahun anggaran 2017 

mendapatkan dana sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang 

telah direalisasikan 100% untuk 10 perkara prodeo yang diterima pada 

tahun 2017. Anggaran ini dirasa kurang memadai mengingat ada lebih dari 

10 orang yang mengajukan pembebasan biaya perkara di tahun 2017. 

Rincian data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Surakarta 

tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
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TABEL 2.3 

DATA PERKARA PRODEO TAHUN 2017 

NO NOMOR PERKARA JENIS 
PERKARA 

STATUS 
PERKARA BIAYA 

1. 92/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

2. 116/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

3. 311/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

4. 417/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

5. 566/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Persidangan  250.000 

6. 625/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

7. 712/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Dikabulkan 250.000 

8. 837/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Persidangan 250.000 

9. 866/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Persidangan 250.000 

10. 916/ Pdt.G/2017/PA.Ska CG Persidangan  250.000 

Jumlah Total 2.500.000 
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama 

Surakarta didukung oleh sumber daya manusia dari Hakim dan non Hakim 

dengan jumlah total 24 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Tenaga 

Honorer. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada tahun 2017, pegawai 

Pengadilan Agama Surakarta telah mengikuti beberapa pendidikan dan 

pelatihan serta sosialisasi yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pelatihan tersebut 

diselenggarakan oleh internal Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun 

bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Surakarta terbagi menjadi 

3 (tiga) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yustisial, 

Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial dan Tenaga Honorer atau 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sumber Daya Manusia 

Bidang Teknis Yustisial menangani administrasi bagian Keperkaraan 

sedangkan Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial menangani 

administrasi umum Kesekretariatan. 

Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yustisial pada Pengadilan Agama 

Surakarta per 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

 

TABEL  3.1 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

BIDANG TEKNIS YUSTISIAL TAHUN 2017 

NO JABATAN  JUMLAH 

1 Ketua 1   Orang 

2 Wakil Ketua Kosong 

3 Hakim 6   Orang 

4 Panitera 1   Orang 

5 Panitera Muda 3   Orang 

6 Panitera Pengganti 4   Orang 

7 Jurusita 1   Orang 

8 Jurusita Pengganti 3   Orang 

Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial 19  Orang 
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Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yustisial pada Pengadilan 

Agama Surakarta per 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 
 

TABEL  3.2 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

BIDANG NON TEKNIS YUSTISIAL TAHUN 2017 

NO JABATAN  JUMLAH 

1 Sekretaris 1   Orang 

2 Kasubbag Umum dan Keuangan 1   Orang 

3 
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata 
Laksana 

1   Orang 

4 
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan 

1   Orang 

5 Staf 1   Orang 

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial 5   Orang 

 
Sumber Daya Manusia dari Tenaga Kontrak pada Pengadilan Agama 

Surakarta per 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

 

TABEL  3.3 

DATA SUMBER DAYA MANUSIA 

TENAGA KONTRAK  (PPNPN) TAHUN 2017 

NO JABATAN  JUMLAH 

1 Pramubakti 5   Orang 

2 Sopir 1   Orang 

3 Satpam 3   Orang 

Jumlah Tenaga Honorer 9   Orang 

 

Keadaan per 29 Desember 2017 jumlah pegawai Pengadilan Agama 

Surakarta adalah 24 (dua puluh empat) orang dengan klasifikasi sebagai 

berikut: 

1. Menurut Golongan : 

a. Golongan IV  :   6 orang 

b. Golongan III  : 17 orang 

c. Golongan II  :   1 orang 

2. Menurut Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki   : 14 orang 

b. Perempuan  : 10 orang 
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3. Menurut Jenjang Pendidikan : 

a. S2    :   5 orang 

b. S1    : 12 orang 

c. D3   :   1 orang 

d. SLTA   :   6 orang 

 

TABEL 3.4 

DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 2017 

NO NAMA / NIP  JABATAN GOL 
JENIS 

KELAMIN 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 
Drs. Bahruddin, MH 
19571207 198603 1 004 

Ketua IV/d L S2 

2 
Dra. Hj. Chairiyah 
19541207 198503 2 002 

Hakim IV/d P S1 

3 
Drs. H. Achmadi, SH, MH 
19540107 198003 1 005 

Hakim IV/d L S2 

4 
Drs. H. Makmun, MH 
19630809 199203 1 004 

Hakim IV/c L S2 

5 
Drs. Jayin, SH 
19660610 199303 1 006 

Hakim IV/c L S1 

6 
H. Zubaidi, SH 
19550505 198303 1 011 

Hakim IV/b L S1 

7 
Elis Rahmahwati, S.Hi, SH, MH 
19810402 200604 2 003 

Hakim III/c P S2 

8 
M. Munir, SH, MH 
19690405 199203 1 003 

Panitera IV/a L S2 

9 
Ichwan Firmansyah A, S.Ag 
19780305 200604 1 009 

Sekretaris III/d L S1 

10 
Hj. Tri Murti, SH 
19631208 199403 2 001 

Panmud 
Gugatan 

III/d P S1 

11 
Hj. Istriyah, SH 
19620301 198203 2 005 

Panmud 
Permohonan 

III/d P S1 

12 
Umi Sangadah, SH 
19620501 199003 2 003 

Panmud 
Hukum 

III/d P S1 

13 
Dra. Zumtini Mustofiyah, SH 
19670925 199403 2 004 

Kasub 
Kepegawaian 

III/d P S1 

14 
Diana Rulianti, S.Kom 
19810304 200604 2 004 

Kasub 
Perencanaan 

III/c P S2 

15 
Risdiyanti 
19730201 199403 2 003 

Kasub Umum 
dan Keuangan 

III/c P SLTA 

16 
Slameto, SH 
19580726 198903 1 002 

PP III/d L S1 

17 
Sugeng Riyadi 
19580416 198103 1 007 

PP III/c L SLTA 
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18 
Muhammad Fatoni 
19591004 198003 1 002 

PP III/c L SLTA 

19 
Korizah Triahany, SH 
19861231 201212 2 001 

PP III/b P S1 

20 
Makarim 
19620515 199003 1 004 

JS III/b L SLTA 

21 
Suparmo 
19710420 199403 1 003 

JSP III/b L SLTA 

22 
Topo Cipto Nugroho, A.Md 
19761128 200801 1 007 

JSP III/a L D3 

23 
Ratna Evayanti, SE 
19870509 201101 2 014 

JSP III/b P S1 

24 
Sukarmin 
19770310 201408 1 002 

Staf II/a L SLTA 

Jumlah Tenaga Tenaga Kontrak 24 orang 

1 Iwan Triyanto 
Tenaga 
Kontrak 

- L SLTA 

2 Mila Edyun Safitri, S.H. 
Tenaga 
Kontrak 

- P S1 

3 Indah Sri Lestari, S.E. 
Tenaga 
Kontrak 

- P S1 

4 Sari Setyowati 
Tenaga 
Kontrak 

- P SLTA 

5 Suudiyah Norma Novida, A.Md. 
Tenaga 
Kontrak 

- P D1 

6 Munadji 
Tenaga 
Kontrak 

- L SLTA 

7 Supanto 
Tenaga 
Kontrak 

- L SLTA 

8 Andi Rusmin, S.Kom. 
Tenaga 
Kontrak 

- L S1 

9 Danang Cahyo Sugiyarso 
Tenaga 
Kontrak 

- L SLTA 

Jumlah Tenaga Kontrak 9 orang 

 

Selama tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Surakarta mengalami 

mutasi dan promosi, pensiun dan mengikuti diklat / pendidikan sebagaimana 

data berikut: 

1. Mutasi dan Promosi 
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Mutasi adalah perpindahan tempat kerja atau bidang kerja baik 

didalam satu satuan kerja maupun antar satuan kerja. Promosi adalah 

penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu instansi  pemerintahan.  

Selama tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Surakarta mengalami 

mutasi dan promosi sebagaimana data berikut: 

TABEL 3.5 

DATA ALIH TUGAS PEGAWAI TAHUN 2017 

NO NAMA / NIP  TMT ASAL TUJUAN 

1 Drs. Bahruddin, MH 11/109/2017 

Ketua pada  
Pengadilan 

Agama 
Pemalang 

Ketua pada  
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

2 Drs. H. Achmadi, SH, MH 13/09/2017 
Ketua pada  
Pengadilan 

Agama Kajen 

Hakim pada 
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

3 Drs. Abdul Qodir, SH, MH 27/09/2017 

Ketua pada  
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

Hakim pada 
Pengadilan 

Agama 
Surabaya 

4 Drs. Mahmudin, SH, MH 14/09/2017 

Wakil Ketua 
pada 

Pengadilan 
Agama 

Surakarta 

Wakil Ketua 
pada 

Pengadilan 
Agama Kajen 

5 Diana Rulianti,S.Kom 01/08/2017 

Staf Keuangan 
dan Umum 

pada 
Pengadilan 

Agama 
Wonogiri 

Kasubag 
Perencanaan, 

TI dan 
Pelaporan 

pada 
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

6 Muflih Bahaudin 21/072017 

Kasubag 
Perencanaan, 

TI dan 
Pelaporan 

pada 
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

Kasubag 
Perencanaan, 

TI dan 
Pelaporan 

pada 
Pengadilan 

Agama 
Boyolali 
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7 Ilham Rosyadi, SH 01/04/2017 

Staf 
Fungsional 

Umum pada 
Pengadilan 

Agama 
Surakarta 

Staf 
Fungsional 

Umum pada 
Pengadilan 

Tinggi Agama 
Semarang 

 

TABEL 3.6 

DATA MUTASI KEPANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2017 

NO NAMA GOL 
LAMA 

GOL 
BARU TMT KETERANGAN 

1 Drs. Jayin, SH IVb IVc 01-04-2017 Teralisasi 

2 Slameto, SH IIIc IIId 01-04-2017 Teralisasi 

3 Sugeng Riyadi IIIb IIIc 01-04-2017 Teralisasi 

4 Suparmo IIIa IIIb 01-04-2017 Teralisasi 

5 Korizah Triahany, SH IIIa IIIb 01-04-2017 Teralisasi 

6 Dra. Hj. Chairiyah IVc IVd 01-10-2017 Teralisasi 

7 Drs. H. Achmadi, SH, MH IVc Ivd 01-10-2017 Teralisasi 

8 Ichwan Firmansyah A, S.Ag IIIc IIId 01-10-2017 Teralisasi 

9 Risdiyanti IIIb IIIc 01-10-2017 Teralisasi 

10 Sukarmin Ic IIa 01-10-2017 Teralisasi 

 

TABEL 3.7 

DATA KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI TAHUN 2017 

NO NAMA MASA KERJA TMT KETERANGAN 

1 Ratna Evayanti, SE 6 Tahun 0 Bulan 01-01-2017  Teralisasi 

2 Dra. Hj. Chariyah 32 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

3 Drs. Jayin, SH 24 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

4 H. Zubaidi, SH 32 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

5 M. Munir, SH, MH 20 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

6 Hj. Istriyah, SH 30 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

7 Muhammad Fatoni 32 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

8 Makarim 22 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 
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9 Suparmo 16 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

10 Muflih Bahaudin 20 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

11 Risdiyanti 18 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

12 Ilham Rosyadi, SH 2 Tahun 0 Bulan 01-03-2017 Teralisasi 

 

2. Pensiun 

Pensiun adalah berakhirnya masa kerja Pegawai Negeri Sipil baik 

karena telah memasuki usia pensiun maupun karena alasan lain sesuai 

undang-undang. Selama tahun 2017 tidak ada pegawai Pengadilan Agama 

Surakarta yang pensiun. 

3. Diklat 

Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan 

tertentu. Kebutuhan diklat adalah jenis diklat yang dibutuhkan oleh seorang 

pemegang jabatan atau pelaksana pekerjaan tiap jenis jabatan atau unit 

organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dalam melaksanakan tugas yang efektif dan efisien. Dalam tahun 2017 

pegawai Pengadilan Agama Surakarta tidak ada yang mengikuti diklat. 

 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

1. Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus 

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta menerima perkara 

sejulmah 1079 perkara, ditambah sisa tahun 2016 sebanyak 289 perkara, 

sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1072 perkara sehingga sisa 

perkara tahun 2017 adalah sebanyak 296 perkara, dengan rincian data 

sebagai berikut: 

TABEL 3.8 

DATA PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2017 

NO JENIS PERKARA SISA 2016 DITERIMA DIPUTUS  SISA 2017 

1 Gugatan 275 984 970 289 

2 Permohonan 14 95 102 7 
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2. Jumlah Perkara Diterima sesua

sebanyak 1.079

sebagai berikut:

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2017

Tahun 2016

Tahun 2017
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GRAFIK 3.

DATA PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2017

 

GRAFIK 3.

DATA PERBANDINGAN SISA PERKARA 

TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2017

 

Jumlah Perkara Diterima sesuai Jenis Perkara

Sampai dengan akhir tahun 2017

sebanyak 1.079 perkara, jika dibagi menurut jenis perkaranya adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 3.

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2017

NO JENIS PERKARA

1 Cerai Gugat 

2 Cerai Talak 

3 Ijin Poligami 

Diputus
50%

Perbandingan Perkara Diterima dan 
Diputus

260 270 280

Tahun 2016

Tahun 2017
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GRAFIK 3.1 

DATA PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2017 

 

GRAFIK 3.2 

DATA PERBANDINGAN SISA PERKARA  

TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2017 

Jenis Perkara 

Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah perkara yang diterima 

perkara, jika dibagi menurut jenis perkaranya adalah 

TABEL 3.9 

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2017

JENIS PERKARA DITERIMA 

721 

231 

7 

Diterima
50%

Perbandingan Perkara Diterima dan 
Diputus

290 300

Gugatan

Permohonan

H a L  

 

rkara yang diterima 

perkara, jika dibagi menurut jenis perkaranya adalah 

DATA PERKARA DITERIMA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2017 
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4 Pembatalan Nikah 2 

5 Hibah 2 

6 Dispensasi Kawin 40 

7 Isbat Nikah 6 

8 Kewarisan 5 

9 Harta Bersama 7 

10 Penetapan Ahli Waris 17 

11 Ekonomi Syariah 4 

12 Asal Usul Anak 1 

13 Wali Adhol 1 

14 Perwalian Anak 6 

15 Penguasaan Anak 5 

16 Lain-Lain 24 

Jumlah Perkara Diterima 1.079 

 

3. Jumlah Sisa Perkara sesuai Jenis Perkara 

Sampai dengan akhir tahun 2017 sisa perkara sebanyak 351 perkara 

jika dibagi menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.10 

DATA SISA PERKARA SESUAI JENIS PERKARA TAHUN 2017 

NO JENIS PERKARA SISA PERKARA 

1 Cerai Gugat 204 

2 Cerai Talak 64 

3 Ijin Poligami 1 

4 Pembatalan Nikah 1 

5 Hibah 1 

6 Dispensasi Kawin 3 

7 Isbat Nikah 2 

8 Kewarisan 6 

9 Harta Bersama 4 

10 Penetapan Ahli Waris 0 

11 Ekonomi Syariah 4 

12 Asal Usul Anak 1 

13 Wali Adhol 1 

14 Perwalian Anak 0 

15 Penguasaan Anak 3 

16 Lain-Lain 1 

Jumlah Sisa Perkara 296 
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4. Jumlah Perkara D

apabila dibagi sesuai jenis putusannya data perkara putus adalah sebagai 

berikut:

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017

5. Jumlah Perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai 

berikut:
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Jumlah Perkara Diputus sesuai Jenis Putusan

Jumlah perkara yang diputus tahun 2017 adalah 1.0

apabila dibagi sesuai jenis putusannya data perkara putus adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 3.

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017

NO JENIS PUTUSAN

1 Dikabulkan 

2 Ditolak 

3 Dicabut 

4 Digugurkan 

5 Tidak Diterima 

6 Dicoret dari Register 

Jumlah Sisa Perkara

 

GRAFIK 3.

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017

 

Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

Dari 1.072 perkara yang diputus selama tahun 2017, perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Tolak, 16
Cabut, 70 Gugur, 24

Tidak Terima, 4
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putus sesuai Jenis Putusan 

ng diputus tahun 2017 adalah 1.072 perkara, 

apabila dibagi sesuai jenis putusannya data perkara putus adalah sebagai 

TABEL 3.11 

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017 

JENIS PUTUSAN JUMLAH 
PERKARA 

952 

16 

70 

24 

4 

6 

Sisa Perkara 1.072 

GRAFIK 3.3 

DATA PERKARA DIPUTUS SESUAI JENIS PUTUSAN TAHUN 2017 

Mengajukan Upaya Hukum 

perkara yang diputus selama tahun 2017, perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai 

Kabul, 952

Tidak Terima, 4 Dicoret, 6

H a L  

perkara, 

apabila dibagi sesuai jenis putusannya data perkara putus adalah sebagai 

 

 

 

perkara yang diputus selama tahun 2017, perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai 
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TABEL 3.12 

DATA PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM TAHUN 2017 

NO UPAYA HUKUM JUMLAH PERKARA 

1 Banding 14 

2 Kasasi 6 

3 Peninjauan Kembali 2 

 

a. Banding 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Banding selama 

tahun 2017 sebanyak 14 perkara, telah diputus sebanyak 8 perkara dan 

masih dalam proses sebanyak 6 perkara dengan rincian data sebagai 

berikut: 

TABEL 3.13 

DATA PERKARA BANDING TAHUN 2017 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 644/Pdt.G/2015/PA.Ska 16-02-2017 Diputus 

2 443/Pdt.G/2016/PA.Ska 10-10-2017 Diputus 

3 476/Pdt.G/2016/PA.Ska 04-05-2017 Proses PTA 

4 684/Pdt.G/2016/PA.Ska 09-11-2017 Proses PTA 

5 870/Pdt.G/2016/PA.Ska 18-05-2017 Diputus 

6 88/Pdt.G/2017/PA.Ska 31-08-2017 Proses PTA 

7 110/Pdt.G/2017/PA.Ska 05-09-2017 Proses PTA 

8 221/Pdt.G/2017/PA.Ska 01-08-2017 Dicabut 

9 228/Pdt.G/2017/PA.Ska 06-07-2017 Proses PTA 

10 327/Pdt.G/2017/PA.Ska 18-09-2017 Dicabut 

11 534/ Pdt.G/2016/PA.Ska 03-01-2017 Diputus 

12 661 Pdt.G/2016/PA.Ska 07-02-2017 Diputus 

13 973/ Pdt.G/2016/PA.Ska 17-03-2017 Dicabut 

14 114/Pdt.G/2017/PA.Ska 19-12-2017 Proses PTA 

 

b. Kasasi 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi selama 

tahun 2017 sebanyak 6 perkara, belum ada perkara yang diputus 

Kasasi, rincian data adalah sebagai berikut: 
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TABEL 3.14 

DATA PERKARA KASASI TAHUN 2017 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 530/Pdt.G/2015/PA.Ska 18-01-2017 Proses MARI 

2 192/Pdt.G/2016/PA.Ska 31-07-2017 Proses MARI 

3 222/Pdt.G/2016/PA.Ska  10-05-2017 Proses MARI 

4 534/Pdt.G/2016/PA.Ska 08-05-2017 Proses MARI 

5 661/Pdt.G/2016/PA.Ska 27-09-2017 Proses MARI 

6 870/ Pdt.G/2016/PA.Ska 06-12-2017 Proses MARI 

 

c. Peninjauan Kembali 

Data perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali selama tahun 2017 sebanyak 2 perkara, belum ada perkara 

yang diputus PK, rincian data adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.15 

DATA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2017 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 686/Pdt.G/2013/PA.Ska 24-02-2017 Proses MARI 

2 533/Pdt.G/2014/PA.Ska 13-04-2017 Proses MARI 

. 

6. Jumlah Perkara yang Dimohonkan Eksekusi 

Data perkara yang dimohonkan eksekusi selama tahun 2017 

sebanyak 2 perkara, 1 perkara telah terlaksana dan 1 perkara tidak dapat 

dilaksanakan karena perkara dicabut, rincian data adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.16 

DATA PERKARA DIMOHONKAN EKSEKUSI TAHUN 2017 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL 
PENGAJUAN STATUS 

1 654/Pdt.G/2015/PA.Ska 07-09-2017 Terlaksana  

2 221/Pdt.G/2017/PA.Ska 14-09-2017 Dicabut   

 

7. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi 

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta melaksanakan 

upaya perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang berperkara, 

mediasi dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan. 

Jumlah perkara yang melalui proses mediasi pada tahun 2017 adalah 

sebanyak 197 perkara, 15 perkara masih dalam proses mediasi. Perkara 

yang melalui mediasi ada yang berhasil berdamai sebanyak 1 perkara 
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sehingga perkara tersebut dicabut, 

sebanyak 

perdamaian melalui 

NO 

1 999/Pdt.G/2016/PA.Ska

 

DATA PERBANDINGAN PERKARA YANG BERHASIL BERDAMAI 

MELALUI MEDIASI DENGAN PERKARA YANG BERLANJUT DI 

8. Rasio Pembagian Perkara terhadap Majelis Hakim

Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

DATA 

NO 

1 Drs. Bahruddin, MH

2 Drs. H. 

3 Dra. Hj. Chairiyah

L a p o r a n  T a h u n a n  P A  S u r a k a r t a  2 0 1 7

sehingga perkara tersebut dicabut, namun adapula yang tidak berhasil

sebanyak 181 perkara. Rincian data 

perdamaian melalui mediasi adalah sebagai

 

TABEL 3.

DATA MEDIASI YANG BERHASIL 

NOMOR PERKARA MEDIATOR

999/Pdt.G/2016/PA.Ska Drs. Mahmuddin, SH, MH

Jumlah Perkara yang Berhasil Dim

GRAFIK 3.

DATA PERBANDINGAN PERKARA YANG BERHASIL BERDAMAI 

MELALUI MEDIASI DENGAN PERKARA YANG BERLANJUT DI 

PERSIDANGAN TAHUN 2017

 

Rasio Pembagian Perkara terhadap Majelis Hakim

Sampai akhir tahun 2017 rasio pembagian perkara per majelis pada 

Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

 

TABEL 3.

DATA RASIO PEMBAGIAN PERKARA PER MAJELIS

JENIS PERKARA SISA 
2016

Drs. Bahruddin, MH 11

Drs. H. Achmadi, SH, MH 30

Dra. Hj. Chairiyah 57

1%

99%

Perbandingan Data Perkara 
Mediasi

2 0 1 7  20 | H a L

namun adapula yang tidak berhasil yaitu 

. Rincian data perkara yang berhasil mencapai 

adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.17 

YANG BERHASIL TAHUN 2017 

MEDIATOR TANGGAL 
MEDIASI STATUS

Drs. Mahmuddin, SH, MH 17-01-2017 
Perkara 
dicabut

yang Berhasil Dimediasi 1 

GRAFIK 3.4 

DATA PERBANDINGAN PERKARA YANG BERHASIL BERDAMAI 

MELALUI MEDIASI DENGAN PERKARA YANG BERLANJUT DI 

PERSIDANGAN TAHUN 2017 

 

Rasio Pembagian Perkara terhadap Majelis Hakim 

pembagian perkara per majelis pada 

Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.18 

RASIO PEMBAGIAN PERKARA PER MAJELIS TAHUN 2017 

SISA 
2016 

DITERIMA DIPUTUS  SISA 
2017

11 41 42 10 

30 116 98 48 

57 205 206 56 

Perbandingan Data Perkara 
Mediasi

Berhasil

Tidak Berhasil

H a L  

yaitu 

a yang berhasil mencapai 

STATUS 

Perkara 
dicabut 

pembagian perkara per majelis pada 

 

SISA 
2017 
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4 Drs. H. Makmun, MH 48 236 227 57 

5 Drs. Jayin, SH 96 238 273 61 

6 H. Zubaidi, SH 47 243 226 64 

Jumlah Perkara 289 1079 1072 296 

 

GRAFIK 3.5 

DATA RASIO PEMBAGIAN PERKARA PER MAJELIS TAHUN 2017 

 

 

Selama tahun 2017 telah diterbitkan Akta Cerai sejumlah 800 seri, 

mulai dari nomor seri 83313 s.d 83449 untuk blanko model lama, sedangkan 

untuk blanko baru digunakan sejak tanggal 22 Februari 2017 yaitu mulai dari 

nomor seri 66201 s.d 66864. Adapun blanko Akta Cerai yang salah cetak 

adalah sebanyak 6 Lembar untuk 2 nomor seri yaitu 66320 dan 66778. 

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

1. Pengelolaan 

a. Gedung Kantor 

Gedung kantor Pengadilan Agama Surakarta bertempat di Jalan 

Veteran 273, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdiri  di atas 

tanah seluas 741 M2 dengan luas bangunan gedung 1.000 M2, hingga 

tahun 2017 nilai aset tanah dan gedung bangunan tersebut adalah Rp. 

5.930.745.480 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus 

empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah); 

- Luas lantai satu = 500 M2 

- Luas lantai dua = 500 M2 
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Gedung Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi standar 

prototype Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya masih 

menemui kendala karna minimnya sarana dan prasarana gedung yang 

dimiliki, diantaranya adalah kurangnya P.C Unit dan Lap Top yang ada 

sudah ketinggalan zaman (sudah tidak support dengan perkembangan 

IT dalam aplikasi yang digunakan) yang tidak kalah penting adalah tidak 

dimilikinya Stationary Generatting Set (Genset) karna aliran daya listrik 

dari PLN sering padam). 

b. Rumah Dinas 

Rumah dinas Pengadilan Agama Surakarta bertempat di Jl. 

Sidoluhur no.45, Kecamatan Grogol, Kota Surakarta berdiri  di atas 

tanah seluas 160 M2 dengan luas bangunan gedung 50 M2, hingga 

tahun 2017 nilai aset tanah dan gedung bangunan tersebut adalah Rp 

191.660.000 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh 

ribu rupiah) namun kondisi rumah dinas tersebut sudah tidak layak huni 

dikarenakan seringnya terkena banjir dan telah lama tidak digunakan. 

c. Kendaraan Dinas 

Sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta 

mengelola kendaraan dinas berupa 3 Buah Kendaraan Roda 4 dan 4 

Buah Kendaraan Roda 2. Adapun rincian kendaraan dinas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.19 

DATA KENDARAAN DINAS TAHUN 2017 

NO JENIS NOMOR PLAT TAHUN 
PEROLEHAN 

HARGA 
PEROLEHAN 

1 Toyota Kijang Innova AD 95 A 2009 163.915.734 

2 Toyota Avanza AD 9507 PU 2015 179.000.000 

3 Suzuki Futura AD 9505 CH 1996 15.700.000 

4 Honda GLP AD 9706 CA 2006 17.500.000 

5 Honda Supra AD 9868 DH 2007 14.469.000 

6 Honda Supra AD 9962 DH 2006 15.000.000 

7 Honda Supra AD 9643 AA 2008 14.892.000 

 

d. Peralatan dan Mesin 

Sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta 

mengelola sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin dengan 

rincian sebagai berikut: 
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TABEL 3.20 

DATA PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2017 

NO JENIS KUANTITAS NILAI ASET 

1 Personal Komputer dan Laptop 41 Buah 264.078.846 

2 Printer 30 Buah 51.651.775 

3 Jaringan Komputer 2 Set 30.500.000 

4 Telepon / Fax 10 Buah 6.855.000 

5 AC dan Kipas Angin 21 Buah 49.389.000 

6 Meubelair 268 Buah 392.791.100 

7 Alat Rumah Tangga Lainnya 26 Buah 48.245.500 

8 Peralatan Studio 2 Set 20.000.000 

9 Lemari dan Brankas 63 Buah 112.033.500 

10 Peralatan dan Mesin Lainnya 41 Buah 51.835.250 

 

e. Aset tetap lainnya 

Aset tetap lainnya berupa 1 Buah alat musik senilai Rp. 5.400.000 (lima 

juta empat ratus ribu rupiah) dan 52 Buah buku perpustakaan senilai Rp. 

6.656.180 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan 

puluh rupiah). 

2. Pengadaan dan Penghapusan 

Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Surakarta 

tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 317.500.000 (tiga ratus tujuh 

belas juta lima ratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 309.849.000 

(tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) 

atau sebesar 99,15% dari total anggaran. Rincian pengadaan sarana dan 

prasarana adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 3.21 

DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

TAHUN 2017 

NO NAMA BARANG 
HARGA 

PEROLEHAN 
KUANTITAS JUMLAH 

1 Antivirus 5.000.000 1 5.000.000 

2 PC 8.200.000 2 8.200.000 

3 Printer 2.500.000 5 12.500.000 

4 Proyektor 14.350.000 1 14.350.000 

5 Sound Sistem Ruang Sidang 15.609.000 1 15.609.000 
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6 Meubelair 32.990.000 1 32.990.000 

7 Brankas 14.800.000 1 14.800.000 

8 Kursi Dorong 1.600.000 1 1.600.000 

9 Laptop 14.800.000 1 14.800.000 

10 UPS 10.000.000 2 20.000.000 

11 Scanner 4.250.000 1 4.250.000 

12 Meja Resepsionis 4.850.000 1 4.850.000 

13 Kursi Tunggu 3.400.000 15 51.000.000 

14 Kursi Rapat 665.000 10 6.650.000 

15 Meja Sidang 24.800.000 1 24.800.000 

16 Lemari Arsip 3.750.000 8 30.000.000 

17 Meja Kerja Pejabat 2.450.000 1 2.450.000 

18 Meja Kerja Staf 850.000 2 1.700.000 

19 Meja Pimpinan 13.250.000 1 13.250.000 

20 Meja Pimpinan 11.450.000 1 11.450.000 

Total Pengadaan Tahun 2017 314.749.220 

 

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta tidak mengadakan 

penghapusan sarana dan prasarana kantor, beberapa sarana dan 

prasarana yang dalam kondisi tidak layak masih digunakan dikarenakan 

belum adanya pengadaan sarana dan prasarana pengganti. 

 

D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Anggaran Pengadilan Agama Surakarta berasal dari Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (DIPA 01) dan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04). 

1. Pengelolaan DIPA 01 

a. Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang 

berakhir pada  29 Desember  2017 adalah sebesar  Rp. 1.333.060,- 

(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh rupiah)  atau 

mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan 

sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang 

diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah merupakan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari 

pendapat sewa rumah dinas dan pengembalian persekot gaji. 

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 29 Desember 2017 

sebagaimana tabel  berikut :  
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TABEL 3.22 

DATA ESTIMASI DAN REALISASI 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 01 TAHUN 2017 

 
NO 

 
URAIAN 

ESTIMASI 
PENDAPATAN                                   

( Rp) 

REALISASI 
 ( Rp ) 

% 

1 Sewa Rumah Dinas 0 42.000 0 

2 Pengembalian Persekot Gaji 0 1.291.060 0 

Jumlah PNBP DIPA 01 0 1.333.060 0 

 

b. Belanja Negara 

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Tahun Anggaran 2017 

nomor : DIPA-005.01.2.401180/2017  tanggal 7 Desember 2016 (DIPA 

Badan Urusan Administrasi) sama dengan jumlah usulan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) 

Tahun 2017 sebesar  Rp 3.844.419.000,-  (tiga milyar delapan ratus 

empat puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). 

Kemudian dalam tahun berjalan terdapat revisi pagu anggaran 

dikarenakan pagu minus sebesar Rp. 939.548.000 (sembilan ratus tiga 

puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) 

sehingga anggaran terakhir sebesar Rp 4.783.967.000,-  (empat milyar 

tujuh ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu 

rupiah ). 

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Surakarta 

sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / 

Lembaga (RKA-KL)  Tahun 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun 2017 menurut akun diklasifikasikan dalam  jenis 

belanja  sebagai berikut : 

1. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang 

digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil 

serta Belanja Honorarium/Lembur. Realisasi anggaran belanja pegawai 

tersebut terinci sebagaimana tabel  berikut: 
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TABEL 3.23 

DATA REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA 01 TAHUN 2017 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % 
TOTAL 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
 

511111 

511119 

511121 

511122 

511123 

511124 

511125 

511126 

511129 

511151 

 

Belanja Gaji Pokok PNS 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 

Belanja Tunj. Anak PNS 

Belanja Tunj.Struktural PNS 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 

Belanja Tunj. PPh. PNS 

Belanja Tunj. Beras PNS 

Belanja Uang Makan PNS 

Belanja Tunj. Umum PNS 

 

1.309.584.000 

16.000 

133.517.000 

28.104.000 

60.260.000 

1.706755.000 

232.706.000 

65.117.000 

182.160.000 

20.962.000 

 

 

1.308.233.000 

12.621 

101.629.040 

26.075.954 

35.760.000 

1.706.755.000 

227.306.007 

62.136.360 

173.986.000 

3.030.000 

 

99.90 

78.88 

76.12 

9.78 

59.34 

100 

97.68 

95.42 

95.51 

14.45 

 

1.351.000 

3.379 

31.887.960 

2.028.046 

24.500.000 

0 

5.399.993 

2.980.640 

8.174.000 

17.932.000 

 

0.10 

21.12

23.88

90.22

40.66

0 

2.32 

4.58 

4.49 

85.55 

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 4.783.967.000 4.648.210.957 98.95 135.756.043 1.05 

 

2. Belanja Barang 

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja 

Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara 

usulan dalam RKA-KL  2017 dengan realisasi dalam DIPA 2017 tidak 

terdapat perubahan jenis belanja dalam belanja barang. Anggaran 

belanja barang tersebut terinci sebagaimana tabel  berikut: 

 

TABEL 3.24 

DATA REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01 TAHUN 2017 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % 
TOTAL 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

521211 
524111 

 
 
 

521111 
521114 
521115 
521119 
521811 
522111 
522112 
522113 
523111 
523121
523119 

 
BELANJA NON OPERASIONAL 
 
Belanja Bahan  
Belanja Perjalanan Biasa 
 
BELANJA BARANG OPERASIONAL 
 
Belanja Keperluan Perkantoran 
Belanja Biaya Surat Dinas Pos 
Belanja Honor Operasional Satuan 
Belanja Barang Operasional Lainnya 
Belanja Barang Konsumsi 
Belanja Langanan Listrik 
Belanja Langganan Telepon 
Belanja Langganan Air 
Belanja Pemeliharaan Gedung 
Belanja Pemeliharaan Peralatan 
Belanja Pemeliharaan Gedung Lainnya 
 

 
 
 

24.180.000 
75.265.000 

 
 
 

247.110.000 
1.800.000 

42.000.000 
20.606.000 
21.560.000 
80.400.000 
5.520.000 

90.000 
101.410.000 
116.650.000 

3.200.000 

 
 
 

8.982.770 
65.363.042 

 
 

 
243.308.207 

308.050 
42.000.000 
16.778.600 
20.673.300 
75.214.095 
2.999.086 

0 
101.355.750 
108.544.855 

3.010.00 
 

 
 
 

37.15 
76.94 

 
 
 

98.46 
17.11 

100 
78.86 
95.89 
93.55 
54.33 

0 
99.95 
93.05 
94.06 

 

 
 
 

15.197.230 
9.901.956 

 
 
 

3.801.793 
1.491.950 

0 
2.589.900 

886.700 
5.185.905 
2.520.914 

90.000 
54.250 

8.105.145 
190.000 

 
. 
 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 625.546.000 610.629.443 96.06 24.916.557 
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3. Belanja Modal 

Belanja modal meliputi pengadaan sarana dan prasarana di 

Pengadilan Agama Surakarta yang nantinya tercatat sebagai aset 

negara. Belanja modal tersebut terinci sebagaimana tabel  berikut: 

TABEL 3.25 

DATA REALISASI BELANJA MODAL DIPA 01 TAHUN 2017 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

SISA ANGGARAN 

TOTAL (Rp) % 
TOTAL 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
 

536111 
 

532111 

 
Pengadaan Teknologi Informasi 
 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 
5.000.000 

 
312.500.000 

 
4.900.220 

 
309.849.000 

 
99.78 

 
99.15 

 
99.780 

 
2.651.000 

 
0.22 

. 
0.85 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 317.500.000 314.749.220 98.93 2.750.780 1.07 

 

2. Pengelolaan DIPA 04 

a. Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang 

berakhir pada  29 Desember  2017 adalah sebesar  Rp. 83.435.200,- 

(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh rupiah)  atau 

mencapai 47,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan 

sebesar Rp. 176.130.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah 

yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah merupakan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan 

perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 29 Desember 2017 

sebagaimana tabel  berikut :  

TABEL 3.26 

DATA ESTIMASI DAN REALISASI 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 04 TAHUN 2017 

 
NO 

 
URAIAN 

ESTIMASI 
PENDAPATAN                                   

( Rp) 

REALISASI 
 ( Rp ) 

% 

1 

Pendapatan Uang Meja 
(leges) dan Upah pada 
Panitera Badan 
Pengadilan (Peradilan) 

0 4.683.400 0 

2 
Pendapatan Ongkos 
Perkara 

147.600.000 33.330.000 22.58 

3 
Pendapatan Kejaksaan 
dan Peradilan Lainnya 

28.530.000 45.421.800 159.20 

Jumlah PNBP DIPA 04 176.130.000 83.435.200 47.37 
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b. Belanja Negara 

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Tahun Anggaran 2017 

nomor : DIPA-005.01.2.401181/2017  tanggal 7 Desember 2016 (DIPA 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sama dengan jumlah 

usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / 

Lembaga (RKA-KL) Tahun 2017 sebesar  Rp 14.500.000,-  (empat belas 

juta lima ratus ribu rupiah). Tidak terdapat revisi anggaran di tahun 2017. 

Rincian belanja negara dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

TABEL 3.27 

DATA REALISASI BELANJA NEGARA DIPA 04 TAHUN 2017 

 
KODE 

 
JENIS BELANJA / MAK 

 
PAGU DIPA 

(Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

SISA ANGGARAN 

TOTAL 
(Rp) 

% 
TOTAL 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
 

521219 
 
 

524113 

 
Bantuan Pembebasan Biaya Perkara 
 
 
Biaya Penyelesaian Perkara diluar 
Gedung Pengadilan 

 
2.500.000 

 
 

12.000.000 

 
2.500.000 

 
 

0 

 
100 

 
 

0 

 
0 
 
 

12.000.000 

 
0 
 
 

100 
 

Realisasi Belanja Negara DIPA 01 Tahun 2017 14.500.000 2.500.000 17.2 12.000.000 82.8 

 

Pengadilan Agama Surakarta mengalami kendala dalam realisasi 

anggaran DIPA 04 yaitu untuk program Penyelesaian Perkara diluar 

Gedung Pengadilan, sehingga 100% anggaran yang disediakan tidak 

terrealisasi. Kendala tersebut karena wilayah yuridiksi Pengadilan 

Agama Surakarta tidak termasuk dalam syarat radius sulit dan 

kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk 

penyelenggaraan program ini. 

 

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP 

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja pada 

Pengadilan Agama Surakarta sudah berjalan dengan baik,  namun karena 

perkembangan teknologi informasi semakin waktu semakin cepat, maka 

dukungan untuk memaksimalkan teknologi informasi perlu dilakukan agar 

semakin menunjang kinerja untuk lebih baik lagi. Berikut bentuk dukungan 

teknologi informasi pada Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2017: 

1. Perangkat Keras 

a. Pengunaan Server SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

berbasis Linux Centos dan server SIADPA (Sistem Informasi 
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Administrasi Perkara Pengadilan Agama) berbasis Windows Server 

sebagai induk aplikasi administrasi keperkaraan 

b. Penambahan Personal Komputer dan Laptop sebagai alat kerja. 

c. LAN (Local Area Network) telah terpasang dengan baik sebagai sarana 

penghubung antar komputer di dalam gedung Pengadilan Agama 

Surakarta juga sebagai penghubung dengan jaringan luar (internet). 

Penambahan bandwith koneksi internet (telkom speedy) dari 1 Mbps 

menjadi 3 Mbps dirasa telah sesuai dengan anggaran tahun 2017. 

d. Pemanfaatan informasi dari aplikasi keperkaraan pada TV Media yang 

ditampilkan diruang tunggu sidang. 

2. Perangkat Lunak 

a. Pemanfaatan Aplikasi bidang Keperkaraan yaitu Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP)  dan Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama (SIADPA) sebagai aplikasi bersifat nasional yang 

datanya dapat saling terkoneksi dengan database pusat Mahkmah 

Agung Republik Indonesia. 

b. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  

berbasis web sebagai sarana pencarian informasi bagi pihak berperkara 

dari mana saja dan kapan saja diperlukan. 

c. Pemanfaatan aplikasi bidang Kesekretariatan seperti Aplikasi SAS, 

GPP, SAIBA, SIMAK BMN, Persediaan, SIKEP, dan RKAKL 

d. Pemanfaatan aplikasi online seperti SIPP web, RKAKL Online, e-Rekon, 

Simponi, Komdanas, Simari, Sikep BKN dan aplikasi online lainnya 

e. Pemanfaatan website Pengadilan Agama Surakarta sebagai sarana 

informasi kepada publik. 

 

F. REGULASI TAHUN 2017 

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Surakarta mengeluarkan 19 

(sembilan belas) regulasi berbentuk Surat Keputusan pimpinan dengan tujuan 

penataan administrasi sebagaimana data berikut: 

 

TABEL 3.28 

DATA REGULASI TAHUN 2017 

No NOMOR KETERANGAN 

1 W11-A31/064/KP.04.6/I/2017 Pembagian tugas dan uraian jabatan 

2 W11-A31/065/KP.04.6/I/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 
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3 W11-A31/066/KP.04.6/I/2017 
Penunjukan tim pengawas penegakan 
disiplin kerja 

4 W11-A31/067/KP.04.6/I/2017 Tim Promosi dan mutasi. 

5 W11-A31/068/KP.04.6/I/2017 Hubungan masyarakat. 

6 W11-A31/069/KP.04.6/I/2017 Penunjukan Petugas Perpustakaan 

7 W11-A31/070/KP.04.6/I/2017 Penetapan Tim Informasi dan Teknologi 

8 W11-A31/071/KP.04.6/I/2017 Penetapan Tim SIADPA dan SIADPA Plus. 

9 W11-A31/072/KP.04.6/I/2017 Penunjukan petugas absensi. 

10 W11-A31/073/KP.04.6/I/2017 
Tim pengelola meja informasi dan 
dokumentasi (PPID) 

11 W11-A31/074/KP.04.6/I/2017 Penunjukan Ajudan Pimpinan 

12 W11-A31/075/KP.04.6/I/2017 Penunjukan pemegang buku induk. 

13 W11-A31/076/KP.04.6/I/2017 Pemegang buku register. 

14 W11-A31/077/KP.04.6/I/2017 Penunjukan petugas kasir. 

15 W11-A31/078/KP.04.6/I/2017 Penunjukan bendahara pengeluaran. 

16 W11-A31/079/KP.04.6/I/2017 Penunjukan bendahara penerimaan. 

17 W11-A31/080/KP.04.6/I/2017 Tim pengelola meja pengaduan 

18 W11-A31/0844/KP.04.6/I/2017 Tim pengelola SIPP 

19 W11-A31/0512/KP.04.6/I/2017 Penunjukan Majelis Hakim 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

 

A. INTERNAL 

Dalam periode tahun 20l7 mulai bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 20l7 Pimpinan Pengadilan Agama Surakarta secara hirarki telah 

melaksanakan pengawasan kepada semua aparatur yang ada pada 

Pengadilan Agama Surakarta. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk 

menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat 

berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan internal yaitu 

pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri dan Evaluasi. 

Pengawasan internal adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan 

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus 

ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang 

diperlukan untuk itu dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua karena jabatan 

Wakil Ketua kosong dengan dibantu oleh Hakim pengawas bidang. 

Pengawasan tersebut meliputi pengawasan satuan kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan dan pengawasan terhadap kinerja Hakim. 

Pengadilan Agama Surakarta dalam periode tahun 20l7 telah melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat 

fungsional, Pejabat Struktural dan seluruh staf/karyawan/karyawati serta 

tenaga tidak tetap Pengadilan Agama Surakarta antara lain : 

1. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap para Hakim,  Pejabat 

Kepaniteraan, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural dan seluruh staf / 

karyawan/karyawati dan tenaga tidak tetap, tindak lanjut Pengawasan 

tersebut sesuai dengan Inpres Nomor : 15 tahun 1983 dan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor  : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

2. Meningkatkan kualitas Hakim dan para Pejabat Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan sesuai fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung 

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 
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3. Meningkatkan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan antara lain  PP Nomor 30 tahun 1980, PP Nomor 10 tahun 1987 

jo PP Nomor  45 tahun 1990. 

Dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja Hakim, Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan ditunjuk beberapa orang Hakim  pengawas bidang  yang 

terdiri dari 5 bidang: 

1. Koordinator Pengawasan 

2. Pengawasan bidang Administrasi Perkara 

3. Pengawasan bidang Kinerja Pelayanan Publik  

4. Pengawasan bidang Administrasi Persidangan dan Managemen Peradilan 

5. Pengawasan bidang administrasi umum  

Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung, 

yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dan pegawasan tidak langsung 

yaitu melakukan pengujian atau penilaian  atas laporan yang disampaikan. 

Pelaksanaan pengawasan berupa pengawasan rutin  atau reguler yaitu 

dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap 

seluruh aspek penyelenggaraan Peradilan yang meliputi: 

1. Pengawasan pelaksana tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang 

mencakup administrasi  persidangan dan administrasi perkara. 

2. Pengawasan pelaksana tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang 

mencakup administrasi kepegawaian dan Ortala, administrasi keuangan dan 

Umum, administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

3. Pengawasan manajemen Peradilan, kinerja lembaga Peradilan dan 

pelayanan Publik. 

Penanganan pengaduan yang merupakan bagian  pengawasan 

dilakukan terhadap  tingkah laku aparat lembaga Peradilan, manajemen 

Peradilan, kinerja aparat peradilan dan kualitas pelayanan publik. 

 

B. EVALUASI 

Kegiatan pengarsipan sudah berjalan dengan baik dengan berkoordinasi 

dengan bagian yang bersangkutan, hanya dalam pengarsipan perkara saat ini 

rak arsip perkara sudah penuh sehingga sangat dibutuhkan sarana 

pengarsipan yang memadai seperti rak arsip dan sarana lainnya 

Pengelolaan perpustakaan belum dilaksanakan secara baik karena tidak 

adanya dukungan prasarana dan pegawai yang cukup untuk menangani 

perpustakaan secara khusus dan ruangan yang memadai untuk perpustakaan. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. KESIMPULAN 

Sesuai data yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dalam 

laporan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 sudah memenuhi target, karena dari 

1.368 Perkara yang ditangani telah selesai diputus sebanyak  1.072 perkara 

dan dikabulkan 952 perkara, dicabut 70 perkara, digugurkan 24 perkara, 

ditolak 16 dan 6 perkara dicoret dari pendaftaran berarti masih ada 296 

perkara yang belum diputus. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan 

bidang tugas adminsitrasi perkara di Pengadilan Agama telah dilaksanakan 

dengan tertib sesuai  dengan Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI 

nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang pola BINDALMIN, walaupun masih ada 

kesalahan-kesalahan kecil yang perlu disempurnakan. 

2. Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.648.210.957 

(empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu 

sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98.95% dari total 

anggaran, hal ini membuktikan kinerja bidang tugas administrasi umum 

telah berjalan dengan baik. 

3. Tindak lanjut hasil temuan bidang pengawasan tahun 2016 telah di 

laksanakan sesuai laporan tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2017. 

4. Adanya keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang 

memadai merupakan hambatan dalam pelaksanaan kinerja instansi. 

 

B. SARAN 

Dari kesimpulan diatas maka kami merekomendasikan beberapa hal 

sebagai saran yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya penambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana 

penunjang agar Pengadilan Agama Surakarta dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 

2. Adanya penambahan personil yang menguasai teknologi informasi 

mengingat program Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini telah 

berbasis Teknologi Informasi yang mana jika dibandingkan dengan sumber 

daya manusia yang ada sangat tidak memadai. 

3. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan ilmu 

dan kemampuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 
 



 


